'QANUN KOTA LANGSA.

NOMOR 7 TAHUN 2003
" TENTANG
PAJAK REKLAME

|  DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

i

mimbang: a.
b.
mgingat : 1

WALIKOTA LANGSA ,

bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang
berupa Pajak Reklame perlu ditetapkan tarifnya sesuai
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
“T'ahun 1997 tentang Pajak dan Retribust Daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;

. bahwa untuk maksnd tersebut perlu diatur dalam

suatu Qunun (Peraturan Daerah) ;

Undang-tndang Nomor 24 Tahuun 1956 tentang
Pembentukan Propinsi Atieh  dan  Perubahan
Peraturan Fembentukan Propinsi Sumatera Utara
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(Lembaran Negara Tahun 1959 Nemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nemor 1092) ;

Undang-undang Némor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa P4jak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684); o

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemibaran
Negara Tahun 1977 Nomor 42, Tambahan Lembaran
negara Nomor 3686) ;

Undang-Undang . Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomaor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

" atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang

Pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor
4048) ; o
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4110);

. Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (Lembaran
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Negara Tahin 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4134) ;
8. Peraturdn Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah {Lerbaran Negara Tahun 2001 Noemer
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
| 9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Slpll di Lingkungan
Pemerintahan Daerah,

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTALANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA
TENTANG PAJAK REKLAME.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun {Peraturan Daerah) ini yang dimaksud

B W

S

dengan :

. Daerah adalah Kota Langsa ;

Pemerintah = Daerah,  adalah Walikota beserta
perangkat Daerah otonom sebagai badan eksekutif
Daerah;

. Walikota adalah Walikota Langsa ;
. Sekrelariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kota

Langsa;
Sekrelaris adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu

dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berdaku ;

. Pajak Reklame yang selamjuinya disebut Pajak

adalah Pungutan Dacrah atas penyelenggaraan
reklame ;

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
ntuk tojuan  komersidipergunakan  untuk
memperkenalkan mengarjurkan atau mengufi suatu
benda, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
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9.

=

* péthatian unium kepada“sualu ‘barang, jasa atau
otang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca, dan ataw didéngar dari suatu tempat oleh
famam kecuali yang dilakukan-oleh Pemerintah ;

Panggung/lokasi reklame adalah. suatu sarana atau

tempat ~ pemasarigan satw atau  beberapa buah

reklame ; bugs

. Pényelenggaraan reklame adalah perorangan atau

badan hukimm yang menyelenggarakan reklame baik
untuk dan atas namanya sendiri atau unhek dan
nama pihak Tain yang menjadi tanggungannya ;

. Kawasan/Zone - adalah  batasan-batasan Wilayah

tertentu  sesuai dengan pemanfaston  wilayah
tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan
reklame ;

. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan

pembayaran,/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik dan ateu penyelenggara reklame
tormasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli
bahan  reklame, kontruksi, instalasi listrik
pembayaran  ongkos perakita P

PETAgaan, penayangarn, PENgecaran pemasangan dan
transportasi penagangkutan an lain sebagainya
sampai dengan bangunan reklame rampung
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_ dipencarkan, | diperagakan, . ditayangkan dan atau

ferpasang ditempat yang telah diffinkan ;

13. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah Ukuran nilai
yang . ditetapkan  pada titk lokasi pemasangan
reldame. terscbut berdasarkan Jaiteria kepadatan
pemanfaalan lata ruang Kota untuk berbagai aspek
kepgiatan di hidang usaha ;

. Surat .Pemberitahuan Pajak. Daerah. adalah yang
.selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan .cleh Wajib Pajak untuk melaporkan
- perhitungan dag pembayaran Pajak terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

15. Surat. Setoran. Pajak Daerah, yang selanjutnya

- disigkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak tmtuk melakukan pembayaran atau
pepyﬂﬁran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

16. Surat. Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selamjutnya. disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah
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kekuiangan pembayaran pokok pajak, besamya
sariksi administrasi ‘dan jumiah yang masih hares
dibayar; <

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang

selanjuthya  disingkat SKPDLB adalah  surat
keputusan yang meneniukan jumilah kelebihan
pemibayaran pajak karena jumtlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang teruteng atau tidak
seharu 'snya terutang ;

19, Gurat Kepulusan Keberatan adalah  surat
Keputusan atas keberatan  terhadap SKFD,
SKPDKET, SKPDLB atau terhadap pemotongan

* atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Waib Pajak ;

20, Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalsh surat keputusan yan
menentukan jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak ;

21. Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang selanjutnya

disingkat STPD adaleh surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga

dan atan denda.




. BAB.Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(1)‘],}gngan nama Pajak Reklame _@ipmgul pajak atas
g_eﬁap penyelenggaraan reklame ;
(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggara reklame. ;
{3) Penyelenggara reklame sﬁ:baga‘imam dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. Reklame papan/ﬂ:ﬂboaﬂd/hf[egahm i
" b. Reklame Kain; .
"~ ,Rek.laanelekaj{Snker),
. Reklame Selebaran;
-3 ; Rekmme Berjalan, termasuk pada kenderaan ;
£, Reklame Udara;
.. Reklame Suara ;
b Reklame Film/Slide i
i ReKlame Peragaan.
j. Reklame Nama Toko/Merek Toko

Pasnl 3
Dikecualikan dari Objek Pejak adalah :
&, Penyelenggsusn iéklacs dleh Pernrintaly Pusat das
Pemerintah Daerah ;




b.- Pengelenggarpan reklame melalui televisi, radio
Pemerintah Daerah; Warta Harian.
+-¢. -Reklame yang berukuran 25 x 25 Cm.

Pasal 4 .
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame ;
- ¢ {2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan reklame

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIE PAJAK
Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame ;
(2) Nilai Sewa Reklame schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan
reklame, Jama pemasangan reklame, nilai strategis,
lokasi dan jenis reklame ;
(%) Dalam hal reklame tuntuk kepentingan sendisi, maka
nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya
reklame, pemeli reklame, lama

P
pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame ;
(4) Dalam ‘hal reklame diselenggarakan oleh Pihak
Ketiga, meka nilai sewa 1eklame ditentukan
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bérdasarkan ‘jumlah pembayaran untuk suatu masa
péjak/masa”  peryelenggaraan reklame  dengan
memperhatikan  biaya - ipemasangan  reklame,
pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai
strategis, lnkasi dan jenis reklame ;

(5) Hasil perhitungan nilai sewa rellame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)' dinyatakan dalam bentuk
tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Pasal 6
Tarif Pajak dilelapkan 25 % (dua puluh lima persen),
sebagaimana ‘dimaksud pada pasal 5 dalam Qanun
(Peraturan Daerah) ind. .

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhutang dipungut Wilayal Daerah
tempat reklame berlokasi ;

(2) Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara
mengalkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5.




BAB V
MASAPAJAK, SAAT PAJAK TERFIUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal -8
Masa Pajak adalah jangka wakiu tertentu yang lamanya

samma dengan penyelenggaraan reldame.

5 Pasal 9
Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

(1) ‘Setiap Wiajib Pajak wajib mengisi SFTPD ;

(2) SPTPD sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi déngan jelas, benar dan lengkap serta
Jitandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya ;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan kepada Walikota selambat-lambainya
15 (lima belas) hari setelah ber akhhirnya masa
pajak.

BAB VI .
'FATA CARA PERHITUNGAN I2AN FENETAPAN

PAJAK




Pasal 11

{1} Berdasarkan SPIFD sebagaimana dimaksud dalam

+ -ipasal 10 ayat (1) Walikota menetapkan Pajak terutang
dengan menerbitkan SKIPD ;

(2) Apabila SKPD sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling
Jama 30 (figa puluh) hexi sejak SKPD diterima
dikenakan' sarksi administrasi sebesar 2 % (dua
persen) sebifan dan ditagih’ dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 12
(1) Wajib ' Pajak  yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
di kan untuk hitungkan dan menetapkan

pajak sendiri yang terhutang ;
(2) Dalam jangka waktu 5 (tima) tahun sesudah saat
terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
a. SKFDKE;
b. SKPDKET;
c. SKPDN.,
(3) SKPDKD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) hurnf a
" diterbitkan:
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2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan Jain pajak yang terhutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;

3 A_pabﬂa SPIPD tidak di sampaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan dan tefah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
sehesar 2 % {dua perser) sebulan dihitung dari

o

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
‘bulan di hitung sejak saat terutang pajal ;

¢ Apebila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administasi
schesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan di hitung scjak saat terutang pajak ;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huraf b diterbitkan apabila ditemuken data baru
atau data yang semula belum lerungkap yang
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menyébablan  penambahan  jumlah  pajak yang
témtang, akan dikenakan sanksi adimindstrasi berupa
kenatkan sebesar 100 % (seratus persen) dard jumnlah
kekurangan pajak tersebut ;

'(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atat pajak Hidak
tirutang dan tidak ada kredit pajak ;

“(6) Apabila Kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huiruf a dan b tdak atau tidak-sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditrmbah dengan
sartksi administrasi sebesar 2 % {dua persen) sebulan ;

(7) Penambahan  jumlah  pajak  yang  terutang
sébagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan,

BAB VIL
TATA CARA PEMBAYARAN
. Pasal 13
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atan
tempat lain yang ditarjuk oleh Walikota sesuai waktu




‘yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD ;

(2) Apabila pemibayaratt pajak dilakikan ditempat Tain
yarig ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana’ dimaksud pada
ayat (1) dam ayat (2) diakukan dengan
menggunakan S5PD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
I“I\E.SIJ

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada
waijib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kirun  wakty  tertentu, setelah  memenuhi
pefsyaramn yang ditentukan ;

(@) Ang pembayaan  pajsk  sebagaimana
dimaksud pada avat (2), harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi
addministrasi sebesar 2 % (dua pessen) sebulan dati

jumlah pajak yang belum kurang dibayar ;
(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pejak untuk menunda pembayaran pajak
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sampai batas. wakiu yang . ditentukan  setelah
x i persy yang
_dikenakan sanksi adminigtrasi sebesar 2 % (dua
, persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau

kurang dibayar;.

dengan

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud i:ada ayat (2} dan
ayat {4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15
(1) Setiap pernbayaran pajak schagaimana dimaksud
dalam pasal 14 diberiken tanda bukii pembagaran
dan dicatat dalam buku penerimazn;
(2) Bentuk, Jenis: Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran
. dan buku peneri pejek sebagai dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Surat Teguran atau Surat Pevingatan atan Surat lain
' yang sejenis seb'ag:li awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (m'uh) ‘hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran ;-
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(2) Dalam jangka waktu 7 (fajub) hari setclah tanggal
Surat Turan atau Surat Peringatan atou surat ain
yang sejienis Wajib Pajik harns meluhasi pajek yang

" terutarig z p

{3) Surat Teguran afau Surat Peringatan‘atau surat lain
yarig sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 17
(1) Apabilé' Jumlah Psjak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka wakfu sebagaimana
ditentukan' dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
(2) Walikota atau Pejabat menerbitkan Swrat Paksa
" segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat Jain yang sejens.

Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat
Paksa, Walikota atau Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah melaksanakan penyitaan.
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Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga

. melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh)

hari  sejak  tenmggal pelaksanaan  Surat Perintah
melaksangkan penyitaan Walikot atau  Pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,
jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita
memberitahukan dengan segera secara fertulis kepada
Wajil Pajak.

Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh
Walikota.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN FAJAK




-?’! Pasal 22
(1) Walikota berdasarkan permwhonan  wajib pajak
dapat memberiksn pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak ;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23
(1) Walikota karena Jabatan atau atas permohonan
wajib pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atan SKPDKBT atau SPTPD
yang dalam penerbit terdapat kesalah
tulis , kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam  penerapan  Peraturan  Perundang-
undangan Perpajakan Daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan
pajak yang tidak benar ;

¢ Mengurangkan atan menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaiken
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
sikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
‘bukan karena kesalahan.




) Permohonan betulan, pembatalan,
¥ pengurang;

pan dan penghapusan sanksi administrasi atas

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sehagaimana
dimaksnd pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis olch wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat
selambat-Jambatnya 30 {tiga pulub) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STFD
dengan memberikan alasan yang jelas ;

(3) Walikota atau Pejebat paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima sudah haros memberikan keputusan ;

{4) Apabila setlah lewat waktu 3 (tga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) Walikota atan
Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan
penghapusan afau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
R Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Walikota atau Pejabat atas suatu .
a SKPD;




b. SKPDKB;
c. SKPDKPRT;
d. SKPDLB ;
e SKPDN.

(2) Permohonan ket bagai di
disampaikan secara tertufis dalam hahasa Indonesia
peling lama 3 (tiga) bulan sefak tanggal SKPD,
SKPDKE, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN di terima
oleh wajib pajak, stbagaimana dimaksud pada ayat
(1) kecnali apabila wajib pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu it tidak dapat dipemzhi

karena keadaan diluar kekuasaanya ;

(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka wakiu paling 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permchonan
keb ehagai dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah meberikan Keputusan ;

(4) Apabila setelah Jewal waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau
Pejabat tidak memberikan keputusan permehonan
keberatan disnggap dikabulkan ;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.




Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan ;
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud paa ayat
{1) tidak menunds kewajiban membayar pajak

Pasal 26
Apsbila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 24 atan banding sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelcbilan  pambayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27
{1) Wajib  Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Walikota atau Pejabat sccara tertulis  dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :
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a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;

b, Masa Pajuk ;

o Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
<. Alasan yang jelas.

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling
Jama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohionan pengembalian kelebihan pembayaran
sebaguimana  dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan ;

(3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak
memberikan Keputusan, permohenan pengembalian
Kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLE harus diterbitkan dalam jangks waktu
paling Jama 1 (satu) bulan;

) Apabila Wajib Pajak mempunyai ulang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
ontuk melunesi terlebih dahulu utang  pajak
dimaksud ;

(5) Pengerdibalian  kelebihan pembayaran  pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkarmya SKPDLB dengan menerbitkan
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Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pejak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLE, Walikota atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelehihan
pajak.

Fasal 28
Apabila kelsbihan pembayaran pajak diperhi
dengan utang pajak lainnya, sebagaimene dimaksud
dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengari
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga

berlaku sebagai bukti pembayaran,
BAB X1
KEDALUWARSA
Pasal 29
(1) Hak mntuk melakukan penagihan pajak, kedeluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun
terhityng sejak  saat terhulangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah ;




! % (@) Kedaluwarsa penagihan  pajak sebagaimana
dimiaksad pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Siat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik
‘ langsung maupun tidak langsung.

i BAB XII

| KEIENTUAN PIDANA

| Pasal 30

(1) Wajib  Pajak - yang dengan sengaja  tidak
‘menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling Jama 1
(satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jurnlah pajak yang terutang ;

(2) Wajib  Pajak  yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dus) Tahun dan atau
denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah pajak
yang ferutang.




Pasal 31
Tindak pidana sehagaimana dimaksud dalam pasal 30
tidak dituntut selelsh melampaui jangka waktn 10
{sepuluhj Tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhir Masa Pajak.

BAB X1V
PENYIDIKAN
Pasal 32
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerinteh Daergh diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ;
@V g Penyidik sebagai dimaksud pada
ayat (1) adalah;
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitt

gan atau laporan berk dengan tindak
pidana dibidang Perpajakan  Dacrah agar
‘keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
danjelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan fentang
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kebenaran  perbuatm  yang  dilakakan

sehobungan dengan tindak pidana Perpajakan

Daerah tersebut ;

Meminta keterangan dan bahan atau badan

sehubungan dengan tindak pidana Perpajaken

Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenasn dengan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokkumen Jajn, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan buki tersebut ;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah ;

. Menyurah  berhenti, melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan  sedang * berlangsung  dan
memeriksa identitas orang dan atau dokuwmen
vang dibawa scbagaimana dimaksud pada
hurufe;

. Memobet seseorang vang berkaitan dengan
tindak pidana Perpajakan Daerah ;




i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atan saksi;

§. Menghentikan penyidikan ;

. Melakukan tindakan lain yang perlu unfak
kelancaran penyidikan findak pidana dibidang
Perpajakon Daerah mepurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  diowlainya  penyidikan  dan

paikan hasil penyidik kepada Penuntut

ol

Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Qanun. (Peraturan Daerah) ini, maka
semuz kefentuan yang bertentangan dengan Qanun
(Peratiran Dacrah) ini dinyatalan tidak bezlaku lagi.




BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini,
maka semua ketentuan yang bertentangan dengan
Qantim (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku

Tagi
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qamum {Peraturan
Daerah) ini aken diatur kemudian dengan Keputusan
Walikota separjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar  seliap orang  dapat  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Qanun  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Langsa.




Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,
Capfit.
AZHARI AZIZ
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus . 208 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
Capftt.

# 1A GANL MBA
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMCR 13
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